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ABSTRAK 
 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM 
MENGUNGKAP KEJAHATAN NARKOTIKA 

 
RAYHAN REVANZA 

 
Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah perlindungan 

hukum terhadap Saksi Pelapor dalam mengungkap kejahatan Narkotika ? dan 
Apakah akibat hukum laporan saksi pelapor dalam mengungkap kejahatan 
Narkotika ?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif yang 
dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. 
Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan. 

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : 
Perlindungan hukum terhadap Saksi Pelapor dalam mengungkap kejahatan 
Narkotika merahasiakan identitas pelapor. Perlindungan fisik dan psikis berupa 
pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, 
bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, 
bantuan rehabilitasi psiko-sosial, pelapor tidak dapat dituntut secara hukum. Ketika 
menjadi saksi menadapat pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat 
informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, 
mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 
perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan Akibat hukum laporan 
saksi pelapor dalam mengungkap kejahatan Narkotika, yaitu penyidik harus bisa 
memberikan rasa aman kepada pelapor dalam proses awal persidangan berlangsung 
hingga berakhir. Mengingat banyaknya pelapor yang masih takut memberikan 
kesaksian didalam proses penyidikan perkara tindak pidana. Hal ini terjadi karena 
pelapor merasa berada dibawah ancaman dan banyaknya tekanan-tekanan dari 
pihak lain, hal ini yang menimbulkan keterangan saksi dapat berbeda-beda dengan 
apa yang dilihat didengar, dan dialaminya. Atas pesetujuan hakim saksi pelapor 
dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di persidangan. 

 
Kata Kunci : Perlindudngan Hukum, Saksi Pelapor, Narkotika. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 
 

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sudah merupakan sebuah 

fenomena global yang sangat menakutkan dan sangat membahayakan bagi bangsa dan 

negara. Dampak buruk pengguna narkoba in sudah menyentuh hampir ke seluruh 

masyarakat disemua golongan, bahkan perkembangan narkoba sudah merambah ke 

segala tempat 

Narkoba adalah istilah yang kita kenal sehari-hari yang artinya Narkotika dan 

Obat Berbahaya lainnya. Sebelum menggunakan istilah narkoba terdapat juga istilah lain 

seperti NAPZA yang berarti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Narkoba 

dapat membahayakan kehidupan manusia, jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat, 

bahkan dapat menyebabkan kematian. Narkoba sendiri mempunyai dampak negatif yang 

sangat luas yang dapat menyebabkan fisik, psikis dan sebagainya. 

Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika, merumuskan. “Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang 

ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan 

takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya 

dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang 

khas”. “Banyak cara yang digunakan agar pemakai narkoba dapat 
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normal dan pulih kembali seperti biasanya. Sehingga kepada pemakai/pengedar dalam 

ketentuan hukum pidana nasional diberikan sanksi yang berat”.1 

Kehidupan di jaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari 
tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak- 
anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang 
dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari 
banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. Hal ini sangat 
mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat 
bius dan zat-zat narkotika.2 

 
Peredaran narkoba yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah di 

seluruh Indonesia bahkan di negara lainnya, terutama peredaran narkoba di Asia 

Tenggara, karna terdapat banyak peredar narkotika dan prekursor narkotika. Dapat 

dikatakan terjadi perubahan modus dari para sindikat, dimana khusus jenis psikotropika 

tidak lagi di impor namun pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk 

memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait 

pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik. 

Adapun modus-modus tersebut contohnya swallow (telan), modus 
penyelundupan falseconcealment (menyembunyikan narkotika di dalam barang), 
seperti kasus penyelundupan narkotika dari luar negeri ke Bali belum lama ini, yaitu 
tepatnya pada 30 dan 31 Januari 2019 lalu. Penindakan masing-masing dilakukan di 
Terminal kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Terminal Kargo 
Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai.3 

 
Sindikat narkotika dan obat-obatan berbahaya internasional terus membanjiri 

wilayah Indonesia. Berbagai jenis narkotika dalam berbagai bentuk dan cara 
pemakaian telah beredar dengan sedemikian cepatnya di negara kita. Pemakaian dan 
bahkan pengedar narkotikapun kian menjamur dari waktu ke waktu. Menjadi 

 
 

1 Pransiska Novita Eleanora, 2011, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan 
dan Penanggulangannya (suatu tinajauan teoritis), Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Vol 2 No 
1, hlm 5 

 
2 Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013. Narkotika, Psikotropika dan gangguan jiwa. 

Yogyakarta: Nuha Medika, hlm, 2. 
 

3 Kompasiana, 2019. Narkoba sebagai Kejahatan Internasional, diakses pada tanggal 25 
Oktober 2022 . 
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masalah ialah, maraknya pengkonsumsi narkotika tersebut hampir 90 persen terdiri 
dari generasi muda.4 

 
Kejahatan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi salah satu 

negara tujuan dari peredaran narkotika tersebut. Tindakan penyelundupana narkotika 

tersebut terus-menerus terjadi bahkan penyelundupan dilakukan dengan berbagai cara 

atau modus-modus agar tidak mudah diketahui. 

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik 

sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak 

positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya. Menurut Siswanto Sunarso, dalam 

bukunya Penegak Hukum Psikotropika mengemukakan sebagai berikut : 

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik 
sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan memberikan dampak positif 
atau negatif terhadap lingkungan sosialnya. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat 
dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan 
dengan suatu kaidah dalam kenyataan, berpengaruh positif atau efektivitasnya yang 
tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Sutu tujuan hukum tidak selalu 
identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang 
sesungghunya dari pembuat aturan tersebut.5 

 
Seseorang akan menjadi ketergantungan narkotika, apabila seseorang dengan 

terus-menerus diberikan zat tersebut. Hal ini berkaitan dengan teori adaptasi sekuler 

(neuroadaptation), tubuh beradaptasi dengan menambah jumlah teseptor dan sel-sel 

syarat bekerja keras. Jika zat dihentikan, maka sel yang masih bekerja keras tadi 

mengalami kehausan, yang dari luar tampak sebagai gejala-gejala putus obat. Gejala 

putus obat itu memaksa orang untuk mengulangi pemakaian obat tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dadang Hanawi, diantara 
faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika adalah : 
1. Faktor keperibadian anti sosial atau psikopatik. 
2. Kondisi kejiwaan yang mudah kecewa atau depresi. 

 

4 Romeal Abdalla, 2016, Narkotika Dan Bahaya Pemakainya di Kalangan Remaja. hlm, 13. 
 

5 Siswanto Sunarso , 2018, Penegak Hukum Psikotropika, Jakarta: Raja Grafindo, hlm, 90. 
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3. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, 
hubungan orang tua, dan anak. 

4. Kelompok teman sebaya. 
5. Narkotika itu sendiri mudah diperoleh serta tersedianya pasaran baik secara 

resmi maupun tidak resmi.6 
 

Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau 

melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum 

pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah langsung dipidana. Dia mungkin dipidana 

tergantung kepada kesalahnnya. 

Perbuatan yang dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada syarat 

yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi 

perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan 

sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya 

perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dan alat bukti dengan keyakinan 

Hakim terhadap seseorang tertuduh yang dituntut dimuka pengadilan. 

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, menyatakan bahwa “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 

Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-undang ini”. 

Fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. sedangkan lembaga kepolisian adalah 

organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan 

menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
 

6Dadang Hawari, 2015, Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, Dana Bkati 
Primayasa,Yogyakarta, hlm, 102. 
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia menyatakan bahwa “Polisi Republik Indonesia dalam upaya pencegahan dan 

penanggulangan penyalahgunaan narkoba, melakukan langkah strategis sebagai berikut 

: 

a. Pre-emptif 
Upaya pre-emptif yaitu, pencegahan yang dilakukan sejak dini berupa 
kegiatan-kegiatan edukatif (pendidikan/pengajaran). 

b. Preventif 
Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui 
pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung 
terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar police Hazard tidak 
berkembang menjadi ancaman faktual. 

c. Represif 
Upaya represif atau penindakan penegakan hukum dilakukan dengan cara 
melakukan penangkapan-penangkapan jalur resmi serta pengawasan 
langsung terhadap warga negara indonesia saja, tetapi penangkapan juga 
dilakukan terhadap warga negara asing yang terlibat.8 

 
Kemudian, upaya penindakan penegakan hukum, aparatur penegak hukum dapat 

saja adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut, berdasarkan laporan dari 

warga masyarakat yang merasa terganggu oleh perbuatan pelaku penyalahgunaan 

Narkotika. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan 

menganalisis hal yang bersangkut paut dengan perlindungan terhadap saksi pelapor, 

untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM 

MENGUNGKAP KEJAHATAN NARKOTIKA. 

 
 

B. Permasalahan 
 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 
 

8 Siswanto Sunarso, Opcit., hlm 18 
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1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Saksi Pelapor dalam mengungkap 

kejahatan Narkotika ? 

2. Apakah akibat hukum laporan saksi pelapor dalam mengungkap kejahatan 

Narkotika ? 

 
 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 
 

Agar memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan 

permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam 

penelitian ini yang bersangkut paut dengan Perlindungan hukum terhadap Saksi 

Pelapor dalam mengungkap kejahatan Narkotika . 

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan 

yang jelas tentang : 

1. Perlindungan hukum terhadap Saksi Pelapor dalam mengungkap kejahatan 

Narkotika. 

2. Akibat hukum laporan saksi pelapor dalam mengungkap kejahatan Narkotika. 
 
 
 

D. Defenisi Konseptual 
 

1. Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang 

dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya 

untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.9 

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penyidikan, 

penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, 

 
 
 

9 Satjipto Rahardjo, 2017, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, hlm 121. 
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ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.( Pasal 1 butir 26 Kitab Undang–Undang 

Hukum Acara Pidana ). 

2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, 

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 

butir 1 Undang_undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). 

3. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau 

melawan hukum. (Pasal 1 butir 15 Undang_undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika). 

E. Metode Penelitian 
 

1. Jenis Penelitian 
 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah penulis kemukakan di 

atas, maka penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian normatif atau 

penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder, yang bersifat deskriptif atau 

menggambarkan. 

2. Jenis dan Sumber data 
 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang 

terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya 

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh 

dari pustaka, antara lain : 
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a. Bahan hukum primer 
 

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari 

peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahum 2009 tentang Narkotika. 

b. Bahan Hukum Sekunder 
 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari 

kalangan hukum, dan seterusnya. 

c. Bahan Hukum Tersier 
 

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus. 

3. Teknik Pengumpulan Data 
 

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk mendapatkan 

data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber 

kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan 

tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku- 

buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang 

terkait dalam penulisan skripsi ini. 

4. Teknik Analisa Data 
 

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru 

kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu 

dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang 
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tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil 

analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa 

kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang 

berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu 

hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga 

hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. 

 
 

F. Sistematika Penulisan 
 

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut : 
 

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, 

Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta 

Sistematika Penulisan. 

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat 

kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : pengertian narkotika, jenis-jenis narkotika, 

faktor-faktor penghambat terhadap peredaran narkotika dan metode pencegahan atau 

pemberantasan narkotika. 

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Perlindungan hukum 

terhadap Saksi Pelapor dalam mengungkap kejahatan Narkotikadan Akibat hukum 

laporan saksi pelapor dalam mengungkap kejahatan Narkotika 

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran 
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